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PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR \9 TAHUN 2025

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN

TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

BUPATI BENER MERIAH,

.bahwa dalam rangka melindungi hak konstitusi

perempuan dan anak sesuai Undang - Undang Dasar
1945, Pemerintah wajib bertanggung jawab dalam
penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan
Pada Perempuan dan Anak;

.bahwa dalam rangka pemenuhan hak perempuan dan

anak agar bebas dari perlakuan yang merendahkan
derajat martabat manusia serta berhak untuk
mendapatkan rasa aman, bebas dari segala bentuk tindak
kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak- hak
perempuan dan anak, perlu upaya pencegahan dan
penanganan secara berkelanjutan dan terpadu;

. bahwa upaya pencegahan dan penanganan tindak

kekerasan terhadap perempuan dan anak, agar menekan
penurunan angka kekerasan, perlu upaya pencegahan
dan penanganan yang komprehensif dan terpadu, baik
kelembagaan secara formal dengan mengintegrasikan pola
penanganan dan pencegahan yang hidup, berkembang
dan dipraktikkan dalam masyarakat Kabupaten Bener
Meriah secara turun-temurun;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Pencegahan dan
Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;

. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun:
1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3886);
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. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4235);

. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah  Tangga
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4419);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan
Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5602);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4976);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
yang telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);
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Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang
Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 19 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan;
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis
Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018);

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar
Pelayanan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022);

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023 tentang
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 175);

MEMUTUSKAN:

: PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KASUS KEKERASAN

TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1

g

Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Bupati Meriah.

Bupati adalah Bupati Bener Meriah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Bener Meriah.

Perempuan adalah seseorang yang berjenis kelamin
perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai
perempuan.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun,
termasuk anak yang masih dalam kandungan.
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Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau
dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan
baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, dan psikologis,
ancaman  tindakan  tertentu, pemaksaan  atau
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang,
baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan
pribadi terhadap korban.

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan
yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan
atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual,
ekonomi, sosial, psikis, termasuk ancaman tindakan
tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan,
baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan
pribadi.

Kekerasan terhadap anak adalah setiap tindakan yang
berakibat atau mungkin berakibat penderitaan anak
secara fisik, psikis, seksual, penelantaran, eksploitasi,
ekonomi, dan kekerasan lainnya.

Kekerasan Fisik adalah setiap perbuatan yang
mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada
tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan
atau menyebabkan kematian.

Kekerasan Psikis adalah setiap perbuatan yang
mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri,
hilangnva kemampuan untuk bertindak, rasa tidak
berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada
seseorang.

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan yang berupa
pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual,
pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau
tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan
orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan
tertentu.

Kekerasan Ekonomi adalah setiap perbuatan
yang menelantarkan anggota keluarga dalam
bentuk tidak memberikan kehidupan perawatan atau
pemeliharaan secara layak.

Eksploitasi Terhadap Anak adalah setiap perbuatan
melibatkan anak dalam kegiatan yang dapat merugikan
kesejahteraan dan tumbuh kembang atau
membahavakan keselamatan anak dengan tujuan
membuat orang lain dapat memperoleh manfaat
ekonomi, seksual, sosial, atau juga politik, termasuk bila
di dalamnya terdapat pembatasan atau penghilangan
kesempatan anak memperoleh haknya.
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Pelecehan seksual adalah segala tindakan bernuansa
seksual yang disampaikan melalui kontak fisik maupun
non fisik yang menyasar pada bagian tubuh seksual atau
seksualitas seseorang, termasuk dengan menggunakan
siulan, main mata, komentar atau ucapan bernuansa
seksual, mempertunjukkan materi-materi pornografi dan
keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian
tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual
sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung
merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai
menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.
Korban adalah Perempuan dan anak yang mengalami
kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung
maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan
yang terjadi di wilayah Kabupaten Bener Meriah.
Pencegahan adalah upaya langsung yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah untuk melakukan mencegah
terjadinya tindak kekerasan kepada perempuan dan
anak.

Perlindungan adalah segala tindakan pelayanan untuk
menjamin dan melindungi hak-hak korban tindak
kekerasan yang diselenggarakan oleh Pusat Pelayanan
Terpadu.

Perlindungan terhadap perempuan adalah segala
kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman
bagi perempuan yang dilakukan oleh anggota keluarga,
pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial,
atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan
atau telah terjadi kekerasan terhadap perempuan.
Perlindungan terhadap anak adalah segala kegiatan
untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya
agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan
martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan
dari kekerasan dan diskriminasi.

Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera
mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan
mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya
kekerasan terhadap korban.

Pemberdayaan Perempuan adalah setiap upaya
meningkatkan kemampuan fisik, mental, spiritual,
sosial, pengetahuan, dan keterampilan agar perempuan
siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-
masing.

Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga
yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan
korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi
guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.
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Bimbingan rohani adalah pendampingan berupa
pelayanan untuk penguatan rohani agar orang yang
sakit dapat bangkit guna lebih dekat dengan Tuhan
sehingga timbul rasa tenang, aman, menjadi sehat
mentalnya.

Lembaga adalah instansi/dinas/badan/kantor dalam
lingkup Pemerintah Daerah dan/atau Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM) yang melakukan pendampingan
terhadap korban tindak kekerasan.

Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT
adalah suatu unit kerja fungsional yang
menyelenggarakan pelayanan terpadu terhadap korban
kekerasan yang berbasis rumah sakit, dan dikelola
secara bersama-sama dalam bentuk pelayanan medis
(termasuk medico-legal), psikososial dan pelayanan
hukum.

Rencana Aksi Daerah adalah landasan dan pedoman
bagi dinas terkait, instansi vertikal, dan masyarakat,
dalam rangka melaksanakan kegiatan penyelenggaraan
pencegahan dan perlindungan terhadap perempuan dan
anak korban tindak kekerasan.

Rumah Aman adalah rumah singgah untuk korban,
selama proses pendampingan, guna keamanan dan
kenyamanan korban dari ancaman dan bahaya pelaku
sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Reintegrasi Sosial adalah proses mempersiapkan
masyarakat dan korban yang mendukung penyatuan
kembali korban ke dalam lingkungan keluarga,
pengganti keluarga yang dapat memberikan
perlindungan dan pemenuhan kebutuhan korban.
Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat
SOP adalah langkah-langkah standar yang harus
dilakukan dalam melindungi korban mulai dari
pengaduan/identifikasi, rehabilitasi, kesehatan,
rehabilitasi sosial, layanan hukum sampai dengan
pemulangan dan reintegrasi sosial saksi dan/atau
korban.

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang
terdiri dari suami istri, atau suami-istri dan anaknya,
atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau
keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke
bawah sampai dengan derajat ketiga.

Rumah Tangga adalah suami, istri, dan anak, orang-
orang yang mempunyai hubungan keluarga karena
hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan,
dan perwakilan, dan/atau Pekerja rumah tangga dan
menetap dalam rumah tangga tersebut.
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33. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok,
organisasi sosial dan/ atau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi perlindungan,
Pencegahan, Penanganan, Standar Operasional, dan peran
perangkat daerah, lembaga swadaya masvarakat serta
masyarakat hukum adat dalam pencegahan dan
penanganan kekerasan perempuan dan Anak.

BAB II
PERLINDUNGAN

Pasal 3
Setiap perempuan dan anak korban  kekerasan
mendapatkan hak-hak sebagai berikut:
a. hak untuk dihormati harkat dan martabatnya sebagai
manusia;
b. hak atas pemulihan kesehatan dan psikologis dari
penderitaan yang dialami korban;
hak menentukan sendiri keputusannya;
hak mendapatkan informasi;
hak atas kerahasiaan identitasnya;
hak pelayanan optimal;
hak atas kompensasi;
hak penanganan  berkelanjutan sampai tahap
rehabilitasi sosial;
hak atas penanganan pengaduan;
hak untuk mendapatkan kemudahan dalam proses
peradilan;
k. hak atas pendampingan psikologis dan hukum; dan
hak atas perlindungan dan pelayanan hukum.
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BAB III
PENCEGAHAN

Bagian Kesatu
Upaya Pencegahan

Pasal 4
(1) Koordinasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan
dan anak dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah
Daerah yang dikoordinasikan oleh instansi yang
mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
(2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (]
dilaksanakan dengan cara:
a. membentuk jaringan kerja dalam upaya pencegahan
kekerasan dan penanganan tindak kekerasan secara
terintegrasi berdasarkan pola kemitraan;

b. membentuk..........
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